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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD 
(KUA) 

Pembangunan Daerah bertujuan untuk meningkatan 

kesejahteraan masyarakat, baik dalam aspek pendapatan, 

kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan 

kualitas pelayanan publik dan mampu berdaya saing dengan 

memanfaatkan seluruh kemampuan sumber daya yang ada dan 

dimiliki oleh suatu daerah disesuaikan dengan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangannya. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa 

Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) 

dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 

berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan 

mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA 

merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang 

ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) untuk periode satu tahun. KUA merupakan kebijakan di 

bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh 

kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan 

manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang 

keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu 

organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang 

hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu 

kerangka manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan 

urusan-urusan keuangan pemerintah daerah. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
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Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang 

selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan 

bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang 

mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA tahun anggaran 

2023 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2023 

yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan 

Rancangan APBD tahun anggaran 2023. Kebijakan umum ini 

diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis 

dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun 

memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam 

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 

kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan 

pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya. 

KUA Kabupaten Sambas Tahun 2023 disusun dengan 

mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Kabupaten Sambas Tahun 2023 yang sudah ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati Sambas Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023. RKPD 

Kabupaten Sambas Tahun 2023 disusun melalui beberapa 

pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas–

bawah dan bawah-atas (top-down/bottom up) melalui proses 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas. 

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta 

menjadi menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara Pemerintahan Kabupaten Sambas serta landasan bagi 

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta  

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana 

Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen yang memuat antara 
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lain: 

a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan 

indikator ekonomi makro daerah; 

b) Asumsi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 termasuk 

laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait 

dengan kondisi ekonomi daerah;  

c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan 

rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun 

Anggaran 2023 serta strategi pencapaiannya; 

d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan 

langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan 

daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan 

antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi 

pencapaiannya; 

e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan 

surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi 

pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan 

pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya. 

Adapun garis besar Kebijakan Umum penyusunan APBD 

Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut: 

a) APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak 

dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin 

dalam rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan. 

Program/Kegiatan direncanakan dengan melibatkan partisipasi 

masyarakat, sehingga anggaran merupakan hasil sinergi 

Musrenbang Kabupaten Sambas Tahun 2021, Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas tahun 2023, Renja 

OPD, arah kebijakan Bupati Sambas serta prioritas pembangunan 

Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat tahun 2023; 

b) Belanja hibah dan Bantuan Sosial disesuaikan dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

c) APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dengan pendekatan kinerja 

yang berpedoman prinsip-prinsip sebagai berikut:  



Kebijakan Umum APBD TA. 2023|Bab I I-4 

 

 

 

(1) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan 

kemampuan pendapatan daerah;  

(2) tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi;  

(3) berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;  

(4) tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;  

(5) dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, 

dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, 

kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(6) APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk 

melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.  

KUA Tahun Anggaran 2023 ini merupakan respon kebijakan 

terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten 

Sambas pada Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan 

kondisi perekonomiannya. 

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal semester tahun 

2020, tidak hanya membawa dampak pada bidang kesehatan namun 

pada sektor perekonomian dan keuangan yang diperkirankan 

berdampak tidak hanya pada tahun ini saja, tetapi juga dapat 

berlanjut pada tahun depan. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

antisipasi yang memadai diikuti oleh pengambilan keputusan secara 

tepat untuk dapat meminimalisasi dampak negatif pada sektor 

ekonomi dan keuangan daerah. Komitmen Pemerintah Daerah untuk 

menjaga keberlanjutan keuangan daerah guna mewujudkan 

keselamatan dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan 

berbagai upaya untuk mengelola fiskal dengan sebaik-baiknya melalui 

peningkatan pendapatan daerah secara optimal, serta berupaya 

melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran. Hal ini diarahkan 

agar pelaksanaan APBD dapat memberikan manfaat yang optimal bagi 

seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sambas. 
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1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KUA 

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Pendapatan 

Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 bertujuan untuk : 

1. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan 

pembangunan pada tahun 2023 agar berdaya guna dan berhasil 

guna; 

2. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2023 yang 

akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan; 

3. Menyusun Asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan 

realistis yang akan digunakan sebagai dasar Penyusunan APBD 

Tahun Anggaran 2023; 

4. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan 

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 

yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan 

rancangan APBD Tahun Anggaran 2023; 

5. Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan 

Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam 

penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023. 

 

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA 

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Sambas 

Tahun Anggaran 2023, berdasarkan pada peraturan perundang-

undangan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 
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sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4505), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 

Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah, sebagaimana telah ubah denganPeraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6279); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 6332); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

517); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 105 

Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 2080); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 Tentang 

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 450); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 

Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 

Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);  

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2020 tentang percepatan Penanganan Corona Virus 

Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang 

Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan 

Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran 

Pendaptan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 581); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 

Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

431); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 

Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);  

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2); 
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23. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 

Nomor 28); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2021 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Sambas Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sambas Tahun 2021 Nomor 11); 

26. Peraturan Bupati Sambas Nomor 74 Tahun 2021 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah 

Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 74); 

27. Peraturan Bupati Sambas Nomor 17 Tahun 2022 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas 

Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 

Nomor 17). 
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BAB II 

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 

 

Pembangunan ekonomi regional pada prinsipnya bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya 

diukur dari indikator kenaikan PDRB atau kenaikan pendapatan 

regional per kapita. Bila pendapatan riil per kapita masyarakat 

meningkat, maka akan terdapat peningkatan kesejahteraan ekonomi 

masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan kerangka 

ekonomi yang baik dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang 

ada untuk suatu tujuan peningkatan ekonomi. Perencanaan ini akan 

berjalan dan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh data yang 

akurat dan dapat dipercaya (reliable). 

Kemajuan yang dialami oleh suatu wilayah dapat dilihat dari 

besarnya pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan. Angka 

pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu dari sekian banyak 

perangkat indikator yang menunjukkan peningkatan taraf hidup dan 

kesejahteraan penduduk sebagai hasil pembangunan. Tinggi 

rendahnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah, tergantung dari 

sumber daya alam dan sumber daya manusianya serta ditunjang oleh 

faktor-faktor eksternal seperti kebijakan-kebijakan pemerintah 

daerah yang tepat dan terarah. Dengan demikian, kinerja antara 

pemerintah daerah dengan pengusaha menjadi agenda penting dalam 

penetapan perencanaan pembangunan. 

Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2023, tidak terlepas 

dari hasil pencapaian pembangunan ekonomi tahun 2021 dan 

prospek serta tantangan perekonomian tahun 2023. Kebijakan 

pembangunan ekonomi daerah diarahkan dalam rangka pemulihan 

ekonomi akibat dampak covid-19 dan upaya kembali menuju ke 

pertumbuhan normal sebelum pandemi covid-19 yang inklusif dan 

berdaya saing. Isu produktivitas dan mitigasi scarring effect akibat 

pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan untuk pemulihan 

ekonomi Indonesia. Untuk itu, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 

mengusung tema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi 

Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.  
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Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari 

pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan 

suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola 

sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola 

kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk 

menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang 

perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam 

wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah 

Kabupaten Sambas disusun dengan berpedoman pada kondisi 

ekonomi Kabupaten Sambas, Provinsi dan Nasional serta tetap 

memerhatikan dinamika perekonomian global. 

 

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH 

 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah tahun 2023 diarahkan untuk 

memulihkan perekonomian akibat dampak pandemi COVID-19 

dengan mengembangkan kemandirian perekonomian daerah melalui 

pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi berbasis 

pertanian, perikanan, perkebunan, industri dan bidang lainnya.  

Arah Kebijakan ekonomi tersebut didukung dengan pembangunan 

sektor infrastruktur dasar, aksesibilitas wilayah yang mendukung 

pemulihan ekonomi dan pelayanan terhadap masyarakat, 

pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan iklim investasi, 

peningkatan kesempatan dan perluasan lapangan kerja dalam upaya 

pengurangan kemiskinan, serta dengan pemanfaatan SDA yang 

berwawasan lingkungan.  

Seiring dengan hal tersebut tema dan prioritas pembangunan daerah 

tahun 2023 yakni : peningkatan ekonomi inklusif dan kualitas 

Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan Kabupaten Sambas yang 

Berkemajuan, dengan prioritas pembangunan meliputi :  

1. Meningkatkan ekonomi daerah melalui peningkatan 

produktifitas pertanian dan sinergi pembangunan daerah dalam 

rangka peningkatan kesempatan kerja dan perluasan lapangan 

kerja sebagai upaya pengurangan kemiskinan.  

2. Pemantapan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan 

SDM yang berkualitas dan bedaya saing.  
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Arah Kondisi perekonomian Kabupaten Sambas dapat dilihat 

dari beberapa indikator makro ekonomi daerah, meliputi Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB), laju pertumbuhan ekonomi, dan 

PDRB per kapita. 

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten 
Sambas 

PDRB Kabupaten Sambas atas dasar harga berlaku meningkat 

sebesar 7,84 persen dari 20,67 triliun rupiah pada tahun 2020 

menjadi 22.29 triliun rupiah pada tahun 2021. Peningkatan ini lebih 

tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya naik sebesar 0,67 persen. 

Pemulihan ekonomi pada tahun 2021 akibat pendemi Covid-19 

menjadikan meningkatnya pertumbuhan ekonomi hampir di semua 

sektor. PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2020 

mencapai 13,36 triliun rupiah, meningkat menjadi 13,95 triliun 

rupiah pada tahun 2021 atau naik sebesar 4,37 persen.  

Pada tahun 2020, kontribusi sektor pertanian sebesar 33,62 

persen terhadap keseluruhan perekonomian yang ditunjukkan pada 

PDRB harga berlaku tahun tersebut. Kemudian disusul oleh sektor 

perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor 

sebesar 17,01 persen, sektor industri sebesar 11,64 persen, sektor 

konstruksi sebesar 8,08 dan sektor lainnya 29,65 persen.  

Pada tahun 2021, struktur perekonomian Kabupaten Sambas 

masih didominasi oleh sektor pertanian. Sektor ini meningkat dan 

memberikan kontribusi sebesar 33,85 persen terhadap keseluruhan 

perekonomian yang ditunjukkan pada PDRB harga berlaku tahun 

tersebut. Kemudian disusul oleh sektor perdagangan besar dan 

eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 16,64 persen, sektor 

industri sebesar 12,08 persen, konstruksi sebesar 8,39 dan sektor 

lainnya 29,04 persen. Pola struktur ini masih tetap sama dibanding 

tahun sebelumnya meskipun peranan setiap sektor menunjukkan 

angka yang semakin berimbang.  

Selama lima tahun terakhir (2017 - 2021) struktur 

perekonomian Kabupaten Sambas didominasi oleh 5 (lima) kategori 

lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; 
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Industri Pengolahan; Konstruksi; dan Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat dari 

peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan 

PDRB Kabupaten Sambas.  

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten 

Sambas pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, 

Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 33,85 persen (angka ini 

naik dari 33,62 persen di tahun 2020). Selanjutnya lapangan usaha 

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor 

sebesar 16,64 persen (turun dari 17,01 persen di tahun 2020), disusul 

oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 12,08 persen (naik 

dari 11,64 persen di tahun 2020). Berikutnya lapangan usaha 

Konstruksi sebesar 8,39 persen (naik dari 8,08 persen di tahun 2020) 

dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib sebesar 6,24 persen (turun dari 6,65 persen di tahun 2020). 

Ditahun 2021 sektor pertanian tumbuh didorong oleh 

perkebunan kelapa sawit dan tanaman pangan. Sementara disektor 

Industri pengolahan tumbuh didorong oleh meningkatnya produksi 

CPO karena meningkatnya permintaan pasar global. Disektor 

perdagangan penjualan sepeda motor meningkat cukup tinggi dari 

tahun sebelumya.   

Untuk lebih jelasnya perkembangan PDRB Kabupaten Sambas 

tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:  
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Tabel  2.1 

 PDRB Kabupaten Sambas Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 
2010 dan Atas Dasar Harga Berlaku ADHB Menurut Lapangan 

Usaha Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah) 

Lapangan	Usaha	(seri	2010) 
Tahun 

2017 2018 2019	 2020 2021	

PDRB	Atas	Harga	Konstan 	 	 	 	 	
A.	Pertanian,	Kehutanan,	dan	
Perikanan 

	4.237.462,00		 	4.487.176,53		 	4.738.127,41		  4.785.439,74 	  4.990.513,89 	

B.	Pertambangan	dan	Penggalian 	124.540,65		 	129.423,72		 	134.413,52		  130.436,42 	  137.958,83 	
C.	Industri	Pengolahan 	1.561.834,03		 	1.614.738,57		 	1.693.742,87		  1.642.537,46 	  1.723.210,52 	
D.	Pengadaan	Listrik	dan	Gas 	6.165,62		 	6.352,13		 	6.676,95		  6.166,14 	  6.267,39 	
E.	Pengadaan	Air,	Pengelolaan	
Sampah,	Limbah	dan	Daur	Ulang 

	7.673,52		 	8.074,07		 	8.647,45		  9.078,02 	  9.721,76 	

F.	Konstruksi 	936.584,31		 	973.099,36		 	985.150,92		  924.858,55 	  991.121,58 	
G.	Perdagangan	Besar	dan	Eceran;	
Reparasi	Mobil	dan	Sepeda	Motor 

	2.187.499,36		 	2.274.808,83		 	2.396.995,65		  2.229.028,04 	  2.295.664,65 	

H.	Transportasi	dan	Pergudangan 	311.351,20		 	325.386,93		 	344.412,26		  306.738,97 	  303.311,62 	
I.	Penyediaan	Akomodasi	dan	
Makan	Minum 

	255.319,80		 	271.116,81		 	286.712,36		  231.709,76 	  248.874,22 	

J.	Informasi	dan	Komunikasi 	664.007,85		 	712.217,17		 	758.356,27		  819.920,92 	  873.172,04 	
K.	Jasa	Keuangan	dan	Asuransi 	363.768,56		 	390.756,48		 	375.475,54		  374.350,29 	  388.857,19 	
L.	Real	Estat 	407.052,57		 	422.046,89		 	431.810,94		  435.506,97 	  450.217,36 	
M,N.	Jasa	Perusahaan 	47.368,69		 	49.340,54		 	51.817,96		  48.586,13 	  48.714,40 	
O.	Administrasi	Pemerintahan,	
Pertahanan	dan	Jaminan	Sosial	
Wajib 

	490.253,35		 	516.377,04		 	547.144,33		  556.000,15 	  551.421,97 	

P.	Jasa	Pendidikan 	555.607,04		 	571.959,82		 	593.371,72		  561.523,01 	  575.868,70 	
Q.	Jasa	Kesehatan	dan	Kegiatan	
Sosial 

	144.508,37		 	153.961,14		 	164.441,44		  196.627,51 	  245.615,76 	

R,S,T,U.	Jasa	lainnya 	110.932,05		 	116.839,15		 	125.840,16		  105.007,96 	  107.608,12 	
PRODUK	DOMESTIK	REGIONAL	

BRUTO 
	12.411.928,95		 	13.023.675,16		 	13.643.137,73		  13.363.516,04 	  13.948.119,99 	

PDRB	Atas	Harga	Berlaku 	 	 	 	 	

A.	Pertanian,	Kehutanan,	dan	
Perikanan 

	5.701.195,25		 	6.194.367,81		  6.680.680,11 	  6.948.448,10 	  7.544.411,47 	

B.	Pertambangan	dan	Penggalian 	220.260,88		 	235.016,00		  250.791,88 	  252.802,19 	  272.086,75 	
C.	Industri	Pengolahan 	2.210.246,81		 	2.291.406,00		  2.423.637,12 	  2.406.585,88 	  2.691.774,49 	
D.	Pengadaan	Listrik	dan	Gas 	7.651,78		 	8.389,00		  9.309,46 	  8.719,27 	  8.979,53 	
E.	Pengadaan	Air,	Pengelolaan	
Sampah,	Limbah	dan	Daur	Ulang 

	9.271,18		 	10.179,00		  10.910,18 	  11.467,66 	  12.604,22 	

F.	Konstruksi 	1.447.596,27		 	1.583.496,00		  1.699.579,11 	  1.670.870,53 	  1.871.153,12 	
G.	Perdagangan	Besar	dan	Eceran;	
Reparasi	Mobil	dan	Sepeda	Motor 

	3.020.137,40		 	3.288.104,00		  3.616.123,03 	  3.516.764,25 	  3.709.249,02 	

H.	Transportasi	dan	Pergudangan 	429.510,93		 	472.215,00		  514.768,85 	  467.960,71 	  474.265,40 	
I.	Penyediaan	Akomodasi	dan	
Makan	Minum 

	362.421,23		 	404.642,00		  444.963,84 	  373.243,39 	  407.889,85 	

J.	Informasi	dan	Komunikasi 	695.610,04		 	778.232,00		  861.720,23 	  941.655,16 	  1.011.937,13 	
K.	Jasa	Keuangan	dan	Asuransi 	465.741,91		 	521.514,00		  514.901,60 	  516.919,32 	  559.718,57 	
L.	Real	Estat 	577.013,47		 	633.781,00		  680.281,65 	  687.651,54 	  723.238,90 	
M,N.	Jasa	Perusahaan 	65.457,78		 	70.811,00		  77.254,17 	  72.043,61 	  72.473,57 	
O.	Administrasi	Pemerintahan,	
Pertahanan	dan	Jaminan	Sosial	
Wajib 

	1.071.601,91		 	1.176.140,00		  1.304.639,66 	  1.375.472,22 	  1.391.385,45 	

P.	Jasa	Pendidikan 	847.871,10		 	905.374,00		  985.915,42 	  934.070,05 	  961.800,42 	
Q.	Jasa	Kesehatan	dan	Kegiatan	
Sosial 

	218.117,56		 	238.574,00		  261.315,72 	  326.391,61 	  412.576,11 	

R,S,T,U.	Jasa	lainnya 	157.193,32		 	172.349,00		  193.184,43 	  158.925,61 	  164.650,07 	
PRODUK	DOMESTIK	REGIONAL	

BRUTO 
	17.506.898,83		 	18.984.588,00		  20.529.976,46 	  20.669.991,12 	  22.290.194,08 	

Sumber:  Kabupaten Sambas Dalam Angka 2022 (BPS Kabupaten Sambas) 
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Grafik 2.1 

Kontribusi Sektor Dalam PDRB  
Berdasarkan Lapangan Usaha ADHB 

Kabupaten Sambas Tahun 2021 

 

Sumber:  Kabupaten Sambas Dalam Angka 2022 (BPS Kabupaten Sambas) 

 

2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sambas  

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro 

untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju 

pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas 

dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun 

sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai 

pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua 

lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama 

kurun waktu setahun.  

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber 

daya ekonomi yang tumbuh pada suatu daerah. Pertumbuhan 

ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan 

pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah. Pertumbuhan yang 
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tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan 

suatu daerah. 

Perekonomian Kabupaten Sambas tahun 2021 yang diukur 

berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar 

harga berlaku mencapai 22,29 triliun Rupiah dan PDRB perkapita 

mencapai 34,95 juta Rupiah.  

Perekonomian Kabupaten Sambas tahun 2021 mengalami 

pertumbuhan sebesar 4,37 persen dibanding tahun 2020. Dari sisi 

produksi pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha jasa 

kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 24,91.  

Struktur ekonomi Kabupaten Sambas tahun 2021 didominasi 

oleh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 33,85 persen, 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

16,64 persen, dan Industri Pengolahan 12,08 persen. Sedangkan 

empat belas lapangan usaha lainnya masing-masing berkontribusi di 

bawah 9 persen.  

Gambaran tentang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas 

berdasarkan sektor atau lapangan usaha tahun 2017 hingga tahun 

2021 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.2 
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sambas Atas Dasar Harga 

Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (%) 
Lapangan	Usaha	(seri	2010)	 Tahun	 	

2017	 2018	 2019	 2020	 2021	
A.	Pertanian,	Kehutanan,	dan	Perikanan 5.50	 5.89	 5.59	 1.00	 4,29	
B.	Pertambangan	dan	Penggalian 2.85	 3.92	 3.86	 -2.96	 5,77	
C.	Industri	Pengolahan 4.12	 3.39	 4.90	 -3.03	 4,91	
D.	Pengadaan	Listrik	dan	Gas 3.52	 3.02	 5.11	 -7.65	 1,64	
E.	Pengadaan	Air,	Pengelolaan	Sampah,	Limbah	
dan	Daur	Ulang 

6.26	 5.22	 7.10	 4.98	 7,09	

F.	Konstruksi 5.00	 3.90	 1.17	 -6.05	 7,16	
G.	Perdagangan	Besar	dan	Eceran;	Reparasi	
Mobil	dan	Sepeda	Motor 

4.07	 3.99	 5.34	 -6.98	 2,99	

H.	Transportasi	dan	Pergudangan 4.47	 4.51	 5.85	 -10.94	 -1,12	
I.	Penyediaan	Akomodasi	dan	Makan	Minum 5.17	 6.19	 5.75	 -19.18	 7,41	
J.	Informasi	dan	Komunikasi 14.54	 7.26	 6.48	 8.12	 6,49	
K.	Jasa	Keuangan	dan	Asuransi 7.48	 7.42	 -3.91	 -0.30	 3,88	
L.	Real	Estat 2.08	 3.68	 2.29	 0.88	 3,38	
M,N.	Jasa	Perusahaan 0.98	 4.16	 5.02	 -6.24	 0,26	
O.	Administrasi	Pemerintahan,	Pertahanan	dan	
Jaminan	Sosial	Wajib 

3.94	 5.33	 5.96	 1.62	 -0,82	

P.	Jasa	Pendidikan 1.76	 2.94	 3.74	 -5.37	 2,55	
Q.	Jasa	Kesehatan	dan	Kegiatan	Sosial 3.13	 6.54	 6.81	 19.57	 24,91	
R,S,T,U.	Jasa	lainnya 4.03	 5.32	 7.70	 -16.55	 2,48	
PRODUK	DOMESTIK	REGIONAL	BRUTO 5.06	 4.93	 4.75	 -2.04	 4,37	

Sumber:  Kabupaten Sambas Dalam Angka 2022 (BPS Kabupaten Sambas)  
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Berdasarkan tabel di atas, pertumbuhan ekonomi tertinggi 

terjadi pada lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yaitu 

sebesar 24,91 persen diikuti oleh lapangan usaha Penyediaan 

Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 7,41 persen,  lapangan 

usaha Konstruksi sebesar 7,16, lapangan usaha Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 7,09 persen, 

lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 6,49 persen, 

lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 5,77 persen, 

lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 4,91 persen, lapangan 

usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 4,29 persen, 

lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,88 persen, 

lapangan usaha Real Estat sebesar 3,38 persen, lapangan usaha 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

sebesar 2,99 persen, lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 2,55 

persen, lapangan usaha jasa lainnya sebesar 2,48 persen, lapangan 

usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 1,64 persen, lapangan 

usaha Jasa Perusahaan sebesar 0,26 persen. 

Sementara itu pertumbuhan ekonomi yang mengalami 

kontraksi terdapat pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami kontraksi sebesar 

0,82 persen, dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan 

sebesar 1,12 persen.  

Gambaran rinci tentang pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di 

Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel  2.3 

Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota  

di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2021 (%) 

No Kabupaten/Kota 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Sambas 5,06 4,93 4,76 -2,02 4,37 
2. Bengkayang 5,62 5,37 5,23 -1,99 4,33 
3. Landak 5,17 5,09 5,01 -0,67 4,89 
4. Mempawah  5,87 5,82 5,81 0,19 4,10 
5. Sanggau 4,48 4,45 4,30 0,70 4,19 
6. Ketapang 7,21 7,99 6,72 -0,50 5,23 
7. Sintang 5,33 5,47 5,09 -2,19 3,80 
8. Kapuas Hulu 5,39 5,23 4,03 -2,43 4,43 
9. Sekadau 5,82 5,87 4,49 -0,98 4,31 
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No Kabupaten/Kota 2017 2018 2019 2020 2021 

10. Melawi 4,70 5,38 4,97 -1,10 4,54 
11. Kayong Utara 5,37 5,01 5,04 -0,74 4,59 
12. Kubu Raya 6,54 5,62 5,82 -2,43 5,18 
13.  Kota Pontianak 4,96 5,91 4,81 -3,97 4,60 
14. Kota Singkawang 5,38 4,70 4,53 -2,43 4,82 

 Kalimantan Barat     4,78 

 

2.1.3. PDRB Per Kapita Kabupaten Sambas   

PDRB Per Kapita dapat digunakan sebagai salah satu 

indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah/wilayah. 

PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang 

dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah (PDRB) 

dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. 

Tabel  2.4 

Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Sambas 

Tahun 2017-2021 

PDRB per kapita: 2017 2018 2019 2020 2021 

Nilai PDRB (Miliar Rupiah)      
- Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 17,507 18,984 20,530 20,670 22,290 
- Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 12,412 13,024 13,643 13,363 13,948 
PDRB per kapita (Juta Rupiah)      
- ADHB 33,052 35,644 38,221 32,927 34,948 
- ADHK 2010 23,433 24,453 25,397 21,288 21,869 
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010 4,40 4,35 3,86 -16,18 2,73 
Jumlah Penduduk (Ribu Orang) 530 533 537 628 638 
Pertumbuhan Jumlah Penduduk 0,63 0,55 0,85 16,87 1,60 

Sumber:  PDRB Kabupaten Sambas Menurut Lapangan Usaha 2017-2021 (BPS Kabupaten Sambas). 

Berdasarkan tabel di atas, dalam 5 tahun terakhir nilai PDRB 

dan PDRB Perkapita baik ADHK 2010 atau ADHB mengalami fluktuasi 

menunjukkan tren yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.  

2.2.  ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban 

daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.  

Sehubungan dengan hal tersebut, penyelenggaraan yang 

menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan 

kewenangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dibiayai 

dari APBN, baik kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada 
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Gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau 

sebutan lainnya dalam rangka tugas pembantuan.  

Sebagai penjabaran visi dan misi pembangunan daerah yang 

tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026, RKPD 

Kabupaten Sambas tahun 2023 memuat langkah-langkah untuk 

mendukung “Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, 

Maju, dan Berkelanjutan” . 

Keterkaitan antara visi, misi yang ditetapkan dengan tujuan 

dan sasaran pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama 5 

tahun ke depan (Tahun 2021- 2026) dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel  2.5 
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah 
 

Visi : Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju, dan 
Berkelanjutan  

No Misi Tujuan Sasaran 

1. Meningkatkan Kualitas 
Kehidupan Dengan 
Melaksanakan Nilai-Nilai Agama, 
Budaya, Persatuan, Kesatuan, 
Dan Norma Sosial Dalam 
Kehidupan Masyarakat Dan 
Dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan  

Meningkatnya 
Kehidupan 
Masyarakat yang 
berbudaya  

 

Terwujudnya 
kelestraian dan 
pengembangan 
budaya daerah  

 

  Meningkatnya 
kehidupan 
masyarakat yang 
agamis, bersatu, dan 
berwawasan 
kebangsaan.  

Meningkatnya 
kehidupan 
masyarakat yang 
agamis, berbudaya, 
bersatu dan 
berwawasan 
kebangsaan  

  Meningkatnya 
kualitas dan tata 
kelola pemerintahan 
yang baik (good 
governance) 

Meningkatnya 
kualitas tata kelola 
pemerintahan yang 
baik (good 
governance)  

   Meningkatnya 
akuntabilitas dan 
transparansi dalam 
pengelolaan 
keuangan daerah dan 
penyelenggaraan 
pemerintahan  

2. Meningkatkan Kemandirian 
Ekonomi Daerah Melalui 

Meningkatkan 
kemandirian 
perekonomian daerah  

Meningkatnya laju 
PDRB disetiap sektor  



Kebijakan Umum APBD TA. 2023|BAB II II-11 

No Misi Tujuan Sasaran 

Pengembangan Potensi Unggulan 
Lokal Dan Investasi  

 
   Meningkatnya 

Ketahanan Pangan 
Daerah  

  Meningkatnya 
penyediaan 
infrastruktur yang 
mantap untuk 
mendorong 
perekonomian daerah 

Meningkatnya 
infrastruktur dalam 
kondisi mantap 
untuk mendukung 
perekonomian daerah  

  Meningkatnya status 
kemajuan desa  

Meningkatnya tata 
kelola pemerintahan 
desa dan 
pemberdayaan 
masyarakat desa  

3. Meningkatkan Kualitas Sumber 
Daya Manusia 

Meningkatkan 
Kualitas Sumber 
Daya Manusia 

Terwujudnya kualitas 
Sumber Daya 
Manusia kreatif, 
Inovatif dan Berdaya 
Saing  

   Meningkatnya 
perlindungan sosial 
terhadap PPKS  

4. Meningkatkan Pendapatan 
Masyarakat Melalui Penciptaan 
Lapangan Kerja Dan Perluasan 
Kesempatan Kerja  

Meningkatnya 
Kesempatan Kerja  

 

Tersedianya lapangan 
pekerjaan melalui 
pendekatan ekonomi 
kerakyatan  

5. Mengelola Dan Memanfaatkan 
Potensi Sumber Daya Alam 
Dengan Prinsip Pembangunan 
Berkelanjutan Dan Berwawasan 
Lingkungan  

Meningkatnya 
pengelolaan dan 
Pemanfaatan sumber 
daya alam yang 
berwawasan 
lingkungan dan 
berkelanjutan  

Meningkatnya 
kualitas lingkungan 
hidup  

 

  Meningkatnya 
pengelolaan dan 
perlindungan 
terhadap bencana  

Meningkatnya 
pengelolaan dan 
perlindungan 
terhadap bencana  

Selain singkronisasi terhadap prioritas pembangunan nasional, 

prioritas pembangunan daera juga disinergikan terhadap prioritas 

pembangunan Provinsi, dimana berdasarkan RPJMD Provinsi 

Kalimantan Barat tahun 2019-2023, telah ditetapkan 7 (tujuh) 

prioritas pembangunan daerah Kalimantan Barat, yaitu:  

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah.  

2. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.  

3. Meningkatkan kualitas aparatur.  

4. Mengurangi rentang kendali pemerintahan daerah.  
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5. Meningkatkan aktivitas ekonomi dan investasi.  

6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.  

7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

8. Meningkatkan ketertiban masyarakat.  

9. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup 

Adapun tahapan pembangunan provinsi Kalimantan Barat 

pada tahun 2023 adalah Tahapan tahun kelima (terakhir) RPJMD 

Provinsi Kalimantan Barat dengan tema “Meningkatkan Kualitas 

Hidup Masyarakat, Produktivitas Daerah dan Daya Saing”.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, serta sesuai dengan 

prioritas pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Sambas 

tahun 2021-2026, maka tema pembangunan daerah Kabupaten 

Sambas pada tahun 2023 adalah “Peningkatan Ekonomi Inklusif 

dan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mewujudkan Kabupaten 

Sambas yang Berkemajuan”, dengan prioritas pembangunan sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas 

pertanian dan sinergi pembangunan daerah dalam rangka 

peningkatan kesempatan kerja dan perluasan lapangan kerja 

sebagai upaya pengurangan kemiskinan yang diselaraskan dengan 

Program Unggulan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi 

Pembangunan yaitu: 

§ Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan 

ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang 

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan). 

§ Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) 

atau satu desa satu produk unggulan lokal bersinergi dengan 

investasi.  

§ Program Pemuda Siap Kerja.  

2. Pemantapan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan 

SDM yang berkualitas, dan berdaya saing, yang diselaraskan 

dengan Program Unggulan dalam rangka mewujudkan Visi dan 

Misi Pembangunan yaitu:  

§ Program Pelayan diktan (Peningkatan akses layanan 

pendidikan dan kesehatan).  

§ Program E Government  
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§ Program E-Government  

Perencanaan pembangunan pada tahun 2023 akan difokuskan 

pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian 

untuk dapat kembali berjalan lancar, yaitu yang terkait dengan 

sektor-sektor industri, pariwisata dan investasi. Juga direncanakan 

untuk melakukan peningkatan sistem kesehatan, memperkuat sistem 

ketahanan pangan, membangun sistem perlindungan sosial secara 

terpadu, serta lebih mengefektifkan sistem ketahanan bencana, untuk 

bencana alam maupun bukan-alam.   

Arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2023 dengan 

memperhatikan Indikator Makro Kabupaten Sambas Tahun 2020 – 

2023 sebagai berikut: 

Tabel 2.4 

Perkembangan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sambas 
Tahun 2020 - 2023 

 
No Indikator Makro 2020* 2021* 2022p 2023p 

1 Persentase Infrastruktur Dasar Dalam 
Kondisi Mantap  

64,39 63,00 67,40 67,40 

2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi -2,02 4,37 3,14 3,62 

3 IPM 67,03 67,10 68,16 68,73 

4 Kemiskinan (%) 7,70 7,66 7,28 7,07 

5 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 3,71 3,97 3,34 3,16 

6 Capaian Status Kemajuan Desa Mandiri  38 65 80 95 

7 Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Hasil 
Evaluasi SAKIP) 

B B BB BB 

8 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan 
PEMDA 

WTP WTP WTP WTP 

9 Indeks Reformasi Birokrasi B B BB BB 

10 Indeks GINI 0.275 0.266 0.271 0,270 

11 Indeks Resiko Bencana 172,2 172,2 163,59 157,46 

12 Indeks Kualitas LH 65,00 69,51 65,50 65,75 

Sumber : *= realisasi; p = Proyeksi RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 dan Proyeksi RKPD Kab. Sambas 
Tahun 2023  

Berdasarkan hal diatas, maka Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 

tahun 2023 diarahkan untuk memulihkan perekonomian akibat 

dampak pandemi COVID-19 dengan mengembangkan kemandirian 

perekonomian daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal 

dan investasi berbasis pertanian, perikanan, perkebunan, industri 

dan bidang lainnya.  



Kebijakan Umum APBD TA. 2023|BAB II II-14 

Arah Kebijakan ekonomi tersebut didukung dengan 

pembangunan sektor infrastruktur dasar, aksesibilitas wilayah yang 

mendukung pemulihan ekonomi dan pelayanan terhadap masyarakat, 

pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan iklim investasi, 

peningkatan kesempatan dan perluasan lapangan kerja dalam upaya 

pengurangan kemiskinan, serta dengan pemanfaatan SDA yang 

berwawasan lingkungan.  
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BAB III 

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) 

 

Secara umum perekonomian daerah mempunyai 

interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya 

perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional 

dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan 

karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga 

pada tahun 2023 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter 

nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta 

penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.  

Berkaitan dengan hal tersebut, Kebijakan Umum APBD 

Kabupaten Sambas Tahun 2023 penetapannya harus memperhatikan 

berbagai kondisi yang terjadi baik di tingkat internasional, nasional 

maupun lokal. Asumsi dasar yang digunakan dalam Rancangan APBN 

Tahun Anggaran 2023 serta kondisi internal yang diperkirakan akan 

mempengaruhi besaran APBD Kabupaten Sambas Tahun 2023. 

Kondisi tersebut menjadi asumsi yang mendasari penetapan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sambas Tahun 2023.  

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 merupakan 

dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai 

penjabaran tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024. Selain itu 

penyusunan RKP juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat 

Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses 

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Rencana 

Kerja Pemerintah Tahun 2023 memuat arah kebijakan nasional 

tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara 

terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. 
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Penyusunan RKP Tahun 2023 dimaksud merupakan upaya 

dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan 

sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh 

komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang 

tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan 

akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara 

berkelanjutan.  

Penyusunan RKP Tahun 2023 dilaksanakan dengan 

menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, 

serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program 

dengan cara memastikan program bermanfaat yang dialokasikan dan 

bukan hanya merupakan tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang 

bersangkutan. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas 

pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh 

pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas 

nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan 

dengan berbasis kewilayahan.  

RKP Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi 

Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) 

Tahun 2023 dan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam 

menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. 

RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. 
 

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN 

Pada tahun 2023, tema Rencana Kerja Pemerintah adalah 

“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang 

Inklusif dan Berkelanjutan” dengan memperhatikan Visi dan Misi 

Presiden dan Wakil Presiden dengan lima arahan utama Presiden, 

sebagai berikut yaitu: 

1. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari 

ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing 

manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah 

tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keailan sosial bagi seluruh 

rakyat IndonesiaPembangunan Ibu Kota Nusantara. 
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2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan 

infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan 

kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, 

mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat 

peningkatan nilai tambah perekonomian rakyatPenanggulangan 

pengangguran disertai dengan peningkatan decent job  

3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk 

regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama 

menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja Revitalisasi industri 

dan penguatan riset terapan. 

4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk 

penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi 

yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. 

5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari 

ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing 

manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah 

tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keailan sosial bagi seluruh 

rakyat IndonesiaPembangunan Ibu Kota Nusantara. 

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan utama Presiden 

tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan 

yang perlu dilakukan, sebagai berikut :  

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang 

berkualitas dan berkeadilan  

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan 

menjamin pemerataan.  

3. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas 

dan berdaya saing.  

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan  

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan 

ekonomi dan pelayanan dasar  

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan 

bencana, dan perubahan iklim  

7. Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan dan 

transformasi pelayanan publik 
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Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 

(KEM PPKF) Tahun 2023 disusun di tengah pemulihan ekonomi yang 

semakin menguat. Namun, perekonomian global masih dibayangi 

risiko ketidakpastian yang dipicu konflik geopolitik Rusia-Ukraina 

yang berdampak pada kenaikan harga komoditas energi dan pangan 

yang signifikan. Di sisi lain, dampak scarring effect memicu supply 

disruption yang menimbulkan kenaikan inflasi yang tinggi di beberapa 

negara. 

Respon kebijakan yang ditempuh Pemerintah adalah upaya 

menjaga momentum pemulihan ekonomi yang sedang terjadi sekaligus 

juga menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural 

dalam rangka mendorong transformasi ekonomi untuk peningkatan 

produktivitas nasional. Reformasi fiskal yang komprehensif akan 

dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas 

belanja dan efisiensi, serta keberlanjutan pembiayaan. 

Pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari fenomena 

pertumbuhan ekonomi Nasional, fluktuasi ekonomi yang terjadi dalam 

skala Nasional sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi 

di daerah. Asumsi-asumsi Indikator Ekonomi Makro Nasional  sebagai 

berikut: 

Kisaran angka asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 

2023 yang telah disepakati adalah pertumbuhan ekonomi 5,3 hingga 

5,9 persen, laju inflasi 2 hingga 4 persen, nilai tukar rupiah Rp14.300 

hingga Rp14.800 per US Dollar, tingkat bunga Surat Utang Negara 10 

tahun 7,34 hingga 9,16 persen, harga minyak mentah Indonesia 90 

hingga 110 US Dolar per barel, lifting minyak bumi 660 hingga 680 

ribu barel per hari, serta lifting gas bumi 1.050 hingga 1.150 ribu barel 

setara minyak per hari. 

Sementara, target pembangunan tahun 2023 yang 

disepakati adalah tingkat kemiskinan 7,5 hingga 8,5 persen, tingkat 

pengangguran terbuka 5,3 hingga 6 persen, rasio gini 0,375 hingga 

0,378, indeks pembangunan manusia 73,31 hingga 73,49, nilai tukar 

petani 105 hingga 107, dan nilai tukar nelayan 107 hingga 108. 
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Tabel 3.1 
Asumsi-Asumsi Indikator Ekonomi Makro Nasional 

Tahun Anggaran 2023 
 
No. Indikator Ekonomi Makro Asumsi 

1. PertumbuhanEkonomi (%) 5,3 - 5,9% 

2. Tingkat Inflasi (%) 2,0 - 4,0  % 

3. Nilai Tukar (Rp) Rp 14.300 – Rp 14.800 

4. Suku Bunga SBN 10 tahun (%) 7,34 – 9,16 % 

5. Harga Minyak (US$/Barel) 80 - 100 

6. Lifting Minyak (Ribu Barel/Hari) 619.000 – 680.000 

7. Lifting Gas (Ribu Barel / Hari 
setara Minyak) 

1,02 juta-1,11 juta 

Sumber:  Nota Keuangan RAPBN Tahun 2023. 

 

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD 

Secara makro tantangan pembangunan ekonomi 

mengedepankan “Pembangunan Ekonomi Inklusif” melalui 

pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan luas 

bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan 

kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan antar kelompok.  

Terdapat tiga pilar dasar yaitu Pilar 1 berorientasi pada 

Pertumbuhan dan Perkembangan ekonomi, Pilar 2 berorientasi pada 

Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan serta Pilar 3 

berorientasi pada Perluasan Akses dan kesempatan.  

Adapun tantangan kondisi perekonomian pada Tahun 2022–

2023 antara lain adalah :  

1. Ketidaktentuan akan berakhirnya Pandemi Covid 19 yang masih 

cukup mempengaruhi sektor perekonomian.  

2. Kondisi infrastruktur yang belum memadai untuk mendukung 

perekonomian dan peningkatan daya saing daerah, guna 

mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas.  

3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas Tahun 

2021 sebesar 4,47 % tetapi masih berada dibawah provinsi 

Kalbar yakni 4,78 %  
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4. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur dasar sangat 

berpengaruh terhadap peningkatan IPM sehingga berakibat 

belum optimalnya pelayanan pada masyarakat terhadap sektor 

kesehatan, pendidikan dan ekonomi.  

5. Ketergantungan yang besar kepada Pemerintah pusat, 

memberikan tantangan untuk lebih mandiri khususnya dalam 

hal pembiayaan pembangunan.  

6. Pada sektor pertanian yang merupakan salah satu sektor 

unggulan di Kabupaten Sambas masih dihadapkan pada 

ancaman bahaya banjir dan kekeringan, ketersediaan pupuk 

serta gangguan hama penyakit yang berakibat gagal panen serta 

menyempitnya lahan-lahan pertanian menjadi lahan non 

pertanian.  

7. Belum stabilnya perekonomian dunia dikhawatirkan berdampak 

signifikan terhadap perekonomian fluktuasi nilai mata uang 

rupiah memungkinkan terjadinya pengaruh terhadap 

permintaan internasional terhadap beberapa komoditi 

penduduk seperti sawit, karet, kelapa dan lain-lain.  

Sehubungan dengan hal tersebut,upaya yang dilakukan agar 

pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan tentunya harus 

didukung oleh beberapa faktor, diantaranya :  

1. Penguatan sektor-sektor ekonomi melalui kebijakan pemberian 

stimulan dalam rangka menciptakan daya ungkit sektor dengan 

dukungan infrastruktur yang memadai.  

2. Perlunya penguatan konsumsi domestik misalnya melalui 

penyelenggaraan even-even wisata daerah dan pengembangan 

produk-produk berbasis konsumsi domestik dengan menumbuh 

kembangkan ekonomi kreatif melalui sentuhan kearifan lokal 

dengan tetap menerapkan protokoler kesehatan  

3. Penguatan suprastruktur melalui dukungan regulasi tentang 

perijinan yang jelas dan terarah melalui pelayanan perizinan 

satu atap dengan tetap mempertimbangkan prinsip- prinsip 

layanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel guna 

mendorong investasi.  
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4. Menciptakan dan mengembangkan secara optimal sentra-sentra 

ekonomi berbasis spesialisasi sektoral dan kewilayahan serta 

mendorong industri pengolahan.  

5. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung produksi 

pertanian.  

6. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung faktor-faktor 

produksi.  

7. Meningkatkan daya saing daerah agar dapat bersaing dengan 

produk-produk daerah lain.  

8. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara 

pemerintah, masyarakat dan swasta  

9. Memperbesar investasi padat pekerja. Terbukanya 

lapangankerja baru menjadi salah satu sarana meningkatkan 

pendapatanpenduduk.  

10. Meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar 

bagimasyarakat kurang mampu dan rentan.  

11. Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu diarahkan 

untuk menciptakan lulusan yang lebih berkualitas, mandiri dan 

meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar dapat bersaing 

dengan di pasar internasional.  

12. Penguatan Fasilitas Kesehatan  

13. Program pemulihan ekonomi untuk dunia usaha dan UMKM  

Adapun peluang percepatan pembangunan daerah dan peningkatan 

ekonomi di Kabupaten Sambas yang menjadi prospek ekonomi 

Kabupaten Sambas Tahun 2023 antara lain sebagai berikut :  

a. Pembangunan Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah  

b. Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan Aruk, 

Motaain dan Skouw.  

c. Dampak pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar dan 

Ruas Jalan Nasional Tebas- Jembatan Sambas Besar – Merbau, 

Jalan Merbau-Temajuk dan Jalan Sejajar Temajuk – Aruk.  

d. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Sambas menjadi 

salah satu prioritas pembangunan Kawasan Pariwisata yang 

termuat dalam RPJMN 2020-2024  
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e. Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) 2021-2023 diantaranya 

peningkatan dan rehabilitasi jalan kewenangan provinsi di 

Kabupaten Sambas, yaitu ruas jalan Bantanan I-Bantanan II, 

Jalan Simpang Tanjung-Tanah Hitam dan Jalan Tanah Hitam-

Merbau.  

f. Komitmen Pemerintah Daerah untuk menuntaskan 

pembangunan dan pengembangan Kebun Raya Sambas. 

Secara spesifik sesuai prioritas pembangunan daerah tahun 2023 

peluang sektor pertanian yakni :  

1. Permintaan dan peluang pasar terbuka luas, mengingat 

Kabupaten Sambas merupakan salah satu kabupaten yang 

letaknya strategis diantara 2 kabupaten /Kota serta merupakan 

kabupaten perbatasan yang memiliki PLBN.  

2. Produktifitas pertanian masih dapat ditingkatkan.  

3. Tuntutan masyarakat akan pangan yang tinggi dan bermutu. 

4. Jumlah Petani dan Kelompok tani cukup banyak.  

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas bahwa di tahun 2021 

total jumlah petani sebanyak 65.320 kk dan total kelompok tani 

yang terbina sebanyak 3.266 poktan.  

5. Tersedianya potensi sumberdaya (lahan, air, agroklimat) bagi 

perkembangan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. 

Adapun yang menjadi tantangan sektor pertanian di tahun 2023 

adalah :  

1. Minat generasi muda terhadap sektor pertanian masih rendah.  

2. Rendahnya akses petani ke sumber permodalan dan pasar.  

3. Adanya alih fungsi lahan, terbatasnya sumber air, gangguan 

organisme pengganggu tanaman dan ancaman iklim yang tidak 

menentu.  

4. Luas pemilikan lahan pertanian yang relatif kecil dan tersebar. 

5. Kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian belum 

dapat memenuhi permintaan pasar .  



Kebijakan Umum APBD TA. 2023|BAB III III-9 

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan strategi percepatan 

pembangunan pertanian guna menghadapi berbagai tantangan dan 

hambatan dimasa yang akan datang. Adapun percepatan 

pembangunan pertanian sebagai berikut :  

1. Peningkatan produktifitas pertanian melalui penggunaan bibit 

yang berkualitas, tahan terhadap penyakit dan penggunaan 

mekanisasi alat-alat pertanian serta irigasi teknis.  

2. Penyediaan pupuk dan pestisida yang cukup dan mudah didapat 

dengan harga terjangkau.  

3. Pencanangan program Optimalisasi Peningkatan Indeks 

Pertanaman (OPIP) atau Pencanangan Menanam Padi 4 kali 

setahun (Masa tanam hingga panen 100hari).  

4. Peningkatan kapasitas SDM Pertanian.  

5. Meningkatkan peran PPL dalam pendampingan dan peningkatan 

wawasan petani dan Petani Muda melalui Sekolah Lapang dan 

Studi Banding.  

6. Mendorong Penerapan Inovasi Pertanian melalui Penyuluh 

Inovatif serta Penggunaan Tehnologi Tepat Guna.  

7. Monitoring dan Evaluasi kesesuaian antara luasan lahan 

pertanian dan provitas hasil pertanian (Padi). 

Berdasarkan hal tersebut dan dengan memperhatikan Indikator 

Makro Kabupaten Sambas Tahun 2020 – 2022, maka asumsi dasar 

yang digunakan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 

adalah  sebagai berikut: 

Tabel 2.4 

Asumsi Indikator Sasaran Makro  
Kabupaten Sambas Tahun  2023 

 

No Asumsi Indikator Sasaran Makro 2023p 

1 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 3,62 

2 IPM 68,73 

3 Kemiskinan (%) 7,07 

4 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 3,16 
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Oleh karena kondisi perekonomian Kabupaten Sambas Tahun 2023 

tidak terlepas dari	pengaruh kondisi perekonomian global, nasional 

dan regional dengan mendasari dari pencapaian makro perekonomian 

nasional dan regional pada triwulan I dan II tahun 2022 serta dinamika 

perkembangan yang ada sampai dengan saat ini, maka asumsi makro 

ekonomi Kabupaten Sambas dengan memperhitungkan dampak 

adanya wabah Covid-19, antara lain:  

1. Realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas tahun 2021 

sebesar 4,37%, target pada tahun 2022 sebesar 3,14%, dan 

proyeksi pada tahun 2023 pada kisaran 3,62%;  

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2021 sebesar 

67,10, target pada tahun 2022 pada kisaran 68,16%, dan 

proyeksi pada tahun 2023 sebesar 68,73%;  

3. Angka kemiskinan Kabupaten Sambas Tahun 2021 sebesar 

7,66%, target pada tahun 2022 pada kisaran 7,28%, dan 

proyeksi pada tahun 2023 sebesar 7,07%;  

4. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sambas Tahun 2021 

sebesar 3,97%, target pada tahun 2022 pada kisaran 3,34%, dan 

proyeksi pada tahun 2023 pada kisaran 3,16%;  

5. Laju inflasi pada tahun 2020 pada angka 1,38%, target pada 

tahun 2021 sebesar 2,5±1%, sedangkan proyeksi pada tahun 

2022 juga sama dengan target 2021;  

6. Asumsi proyeksi kerangka keuangan daerah khususnya 

Pendapatan Daerah, khususnya pada Pendapatan Transfer dari 

Pusat dimana pada tahun 2023 diasumsikan  masih sama 

dengan tahun 2022.  

7. Penyesuaian asumsi belanja dan pembiayaan daerah yang harus 

sesuai dengan arah arah kebijakan keuangan daerah dengan 

mempedomani regulasi atau aturan yang ada.  

 



 

Kebijakan Umum APBD TA. 2023 | Bab IV       IV-1 

BAB IV 

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 

 

4.1.  Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan 
Untuk Tahun Anggaran 2023 

Kebijakan penganggaran pendapatan daerah Kabupaten Sambas 

Tahun Anggaran 2023 dirumuskan dengan memperhatikan kondisi 

perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan 

pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 dan realisasi penerimaan daerah 

tahun sebelumnya, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan terkait. 

Disamping itu pula, pemerintah daerah dituntut untuk mampu 

menciptakan suatu perangkat daerah yang bukan hanya mampu menjamin 

seluruh pendapatan daerah dapat terkumpul dan diterima di kas daerah, 

tetapi juga harus mampu merumuskan kebijakan anggaran pendapatan 

daerah mulai dari proses perencanaan. Perencanaan pendapatan daerah 

merupakan proses yang paling krusial, karena berpengaruh langsung 

terhadap penentuan besaran alokasi anggaran yang akan dimanfaatkan 

untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah. 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan 

memperhatikan kebijakan sebagai berikut: 

1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:  

a) Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman 

pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan 

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. 

b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus 

didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah 

serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti 

pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, 
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dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target 

pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.  

c) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi 

daerah, pemerintah daerah harus melakukan kegiatan 

pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu 

rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan 

subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau 

retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau 

retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta 

pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.  

d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan 

Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang 

dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk 

mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta 

peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana 

diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009.  

e) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, 

dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk 

mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan 

hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.  

f) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang 

bersumber dari pajak rokok sebesar 75% (tujuh puluh lima 

persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak 

rokok bagian hak Daerah kabupaten untuk pendanaan program 

jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden 

Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 

2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis 

Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan 

Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
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Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang 

Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan 

Pelayanan Kesehatan Masyarakat.  

g) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan 

Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan 

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009.  

h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi 

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 

dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, 

pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, 

biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan 

Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan 

keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam perda 

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah 

Nomor 97 Tahun 2012.  

i) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi 

Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai 

peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan 

angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan 

Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.  

j) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi 

Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang 

belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), 

dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, 

jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi 

Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan 

Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan kode rekening 

berkenaan.  

k) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi 

diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung 

dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber 

penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan 
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sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang- 

Undang Nomor 28 Tahun 2009.  

l) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa 

pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk 

mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan 

UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan.  

m) Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan atau yang 

disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di 

luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- 

undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 286 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019.  

n) Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:  

(1) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;  

(2) menghambat mobilitas penduduk;  

(3) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan  

(4) kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis 

nasional; sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 huruf b 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Kepala daerah 

yang melakukan pungutan tersebut dikenai sanksi 

administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

o) Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian 

objek dan sub rincian objek. 

2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan 

penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. 

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan 

daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial 

dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:  

a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu 

berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan 

Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;  
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b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi 

sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;  

c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu 

sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;  

d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam 

jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang 

bersangkutan; dan/atau  

e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari 

investasi pemerintah daerah;  

sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi 

Daerah.  

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut dirinci 

menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.  

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah  

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak 

daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, terdiri atas:  

a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;  

b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;  

c) hasil kerja sama daerah;  

d) jasa giro;  

e) hasil pengelolaan dana bergulir;  

f) pendapatan bunga;  

g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;  

h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat 

penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan 

barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain 

sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari 

hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya 

merupakan Pendapatan Daerah;  

i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap 

mata uang asing; lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 

k) pendapatan denda pajak daerah 
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l) pendapatan denda retribusi daerah 

m) pendapatan denda hasil eksekusi jaminan; 

n) pendapatan dari pengembalian 

o) pendapatan dari BLUD; 

p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan  

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah 

daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah 

dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna 

(BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan 

infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang- undangan 

mengenai barang milik daerah. 

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tersebut dirinci 

berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.  

b. Pendapatan Transfer  

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat 

dan pemerintah daerah lainnya, dengan memperhatikan kebijakan 

sebagai berikut:  

1) Transfer Pemerintah Pusat 

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:  

a) Dana perimbangan 

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:  

(1) Dana Transfer Umum 

Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:  

(a) Dana Bagi Hasil (DBH)  

i. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak Pendapatan 

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas 

DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB 

Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan 

(DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 

29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) 

dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai 

dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan 

Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 

atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi 

DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi 
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mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 yang 

dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, 

dengan memperhatikan kemungkinan realisasi 

penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan 

mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun 

terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan 

DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 

2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018. 

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN 

Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 

ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi 

resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 

2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang 

dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun 

Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus 

menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda 

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau 

ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi 

pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2023. Pendapatan dari DBH-

Cukai Hasil Tembakau (DBH- CHT) dianggarkan sesuai 

dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut 

provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023. Apabila 

Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-

CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 

2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-

CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan 

DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 

2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018. 

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota 

Tahun Anggaran 2023 terlah ditetapkan dan/atau 

terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun 

Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus 

menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan 
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melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran 

APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan 

kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan 

dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 

2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah 

yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 

2023.  

ii. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam 

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari 

Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:  

(1) DBH-Kehutanan; 

(2) DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;  

(3) DBH-Pertambangan Minyak Bumi; 

(4) DBH-Pertambangan Gas Bumi; 

(5) DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan  

(6) DBH-Perikanan; 

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang 

ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai 

Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan 

Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun 

Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi 

DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan 

melalui portal Kementerian Keuangan dengan 

memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan 

negara yang dinamis, diantaranya dengan 

mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun 

terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata 

pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu 

Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan 

Tahun Anggaran 2018.  

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian 

APBN Tahun Anggaran 2023 mengenai Alokasi DBH- 

SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat 

perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi 

mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 

melalui portal Kementerian Keuangan yang 
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dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun 

Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus 

menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada 

Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 

2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah 

daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2023.  

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun 

Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur 

tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan 

Tahun Anggaran 2020, pendapatan lebih tersebut 

dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA 

bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.  

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun 

Anggaran 2023 dianggarkan sesuai dengan Peraturan 

Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 

2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 

Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai 

alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 

Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui 

portal Kementerian Keuangan.  

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN 

Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH- 

Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 belum 

ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi 

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun 

Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal 

Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, 

penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas 

Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata 

pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 

(tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, 

Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.  
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Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian 

APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH- 

Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 tersebut 

ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi 

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun 

Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan 

dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun 

Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus 

menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas 

Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan 

perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun 

Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada 

Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan 

dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi 

pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2023.  

(b) Dana Alokasi Umum (DAU)  

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan 

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar 

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan 

Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 

atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun 

Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal 

Kementerian Keuangan.  

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan 

atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun 

Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan 

belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU 

didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2020.  

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi 

mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal 
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Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda 

tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, 

pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU 

dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah 

daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2023.  

(2) Dana Transfer Khusus  

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan 

pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub 

kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh 

Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang 

diuraikan:  

(a) DAK Fisik; dan  

(b) DAK Non Fisik.  

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan 

sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN 

Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi 

Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang 

dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.  

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati 

kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden 

mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau 

informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus 

Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan 

belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus 

langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD 

Tahun Anggaran 2023.  

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun 

Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai 

alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui 

portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda 

tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka 
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pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer 

Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada 

tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan 

pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya 

dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah 

daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2023.  

b) Dana Insentif Daerah  

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan 

kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu 

dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan 

dan/atau pencapaian kinerja tertentu.  

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan 

Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 

atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara 

pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 atau 

informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun 

Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian 

Keuangan. 

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 

Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata 

cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau 

terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana 

Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian 

Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun 

Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus 

menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan 

melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun 

Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, 

untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi 

pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2023.  

Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang 

bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus 
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berpedoman pada pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

Pengelolaan Dana Insentif Daerah.  

c) Dana Desa  

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa 

yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden 

mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi 

resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 yang 

dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.  

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 

Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai 

alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 melalui portal 

Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, maka 

penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran 

Dana Desa Tahun Anggaran 2020.  

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 

Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi 

Dana Desa Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian 

Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun 

Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus 

menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan 

perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 

2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk 

selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi 

pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2023.  

2) Transfer Antar Daerah 

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:  

a) Pendapatan bagi hasil  

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari 

pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah 
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lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil 

Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran 

belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi 

Tahun Anggaran 2023.  

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 

2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 

2023, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi 

Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan 

realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019.  

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang 

belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan 

target Tahun Anggaran 2020, dituangkan dalam Perda tentang 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam 

LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2023.  

b) Pendapatan bantuan keuangan  

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima 

dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama 

daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, 

dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau 

pemerintah kabupaten/kota lainnya.  

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum 

maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima 

bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan, yaitu:  

(1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi; 

(2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi; 

(3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan  

(4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.  

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan 

keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda 

tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka 

pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan 
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dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 

2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang 

tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.  

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan 

keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang 

APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah 

harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus 

dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang 

penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan 

kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam 

Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau 

ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak 

melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.  

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah  

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain 

pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan 

daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub 

rincian objek.  

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

memperhatikan kebijakan sebagai berikut:  

1) Pendapatan hibah  

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah 

pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam 

negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang 

peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis 

yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan 

tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan 

kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak 

menyebabkan biaya ekonomi tinggi.  

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen 

pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.  
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2) Dana darurat  

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang 

diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana 

untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana 

yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan 

menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai 

perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana 

ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah 

diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun 

Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi 

Dana Darurat Tahun Anggaran 2023.  

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun 

Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi 

Dana Darurat Tahun Anggaran 2023 ditetapkan setelah Perda 

tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah 

daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan 

melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun 

Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, 

untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah 

daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 

2023.  

3) Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan  

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, antara lain:  

a. Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri 

yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun 

Anggaran 2023, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola 

Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain- 

lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, objek Hibah Dana 

BOS, Rincian objek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan 
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Pendidikan Negeri pada kode rekening berkenaan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Apabila pendapatan daerah 

yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah 

Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2023 

ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan 

alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan melakukan 

perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 

2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk 

selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi 

pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS 

Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa dana BOS pada satuan 

pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota 

akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, 

diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2023 dan 

sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD Provinsi.  

b. Pendapatan Hibah lainnya dari Pemerintah Pusat dianggarkan 

dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah 
(PAD),  Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan 
Daerah yang Sah 

Sesuai dengan struktur APBD, komposisi Pendapatan Daerah 

terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-

lain Pendapatan Daerah yang Sah. Target Pendapatan Daerah pada RAPBD 

Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan diperkirakan sebesar                      

Rp. 1.312.254.399.965. 

Adapun estimasi target Pendapatan Daerah pada RAPBD Tahun 

Anggaran 2023 dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
PAD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023 diperkirakan sebesar 

Rp. 181.705.121.820 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan dari Pajak Daerah sebesar Rp. 83.565.956.827. 

b. Pendapatan dari Retribusi Daerah sebesar Rp. 4.543.103.200. 

c. Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan sebesar Rp. 3.231.061.793. 
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d. Pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp. 

90.365.000.000. 

2. Pendapatan Transfer 

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer 

Antar Daerah. Perkiraan dari Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 

2023 adalah sebesar Rp. 1.095.713.768.311  dengan rincian sebagai 

berikut: 

a. Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.016.131.263.000, terdiri 

dari: 

1) Dana Perimbangan sebesar Rp. 835.765.109.000, terdiri dari: 

a) Dana Transfer Umum sebesar Rp. 835.765.109.000, terdiri 

dari: 

(1) Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 31.426.036.000; 

(2) Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 804.339.073.000; 

b) Dana Transfer Khusus sebesar Rp. 0,00 

2) Dana Insentif Daerah sebesar Rp. 0,00 

3) Dana Desa sebesar Rp. 180.366.154.000 

b. Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 79.582.505.311, yang bersumber 

dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Barat. 

Sebagai Catatan, bahwa target-target alokasi Dana Perimbangan tersebut beserta peruntukannya 
akan disesuaikan kembali setelah peraturan. perundang-undangan yang mengatur tentang itu 
ditetapkan. Untuk keperluan penyesuaian tersebut, akan dilakukan pada waktu penyusunan 
Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023, atau pada waktu penyempurnaan/perubahan APBD Tahun 
Anggaran 2023. 

 

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Pendapatan dari sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 

Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 34.835.509.834. 
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BAB V 

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 

 

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten 

yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan 

ketentuan perundang-undangan. Dalam menentukan besaran belanja yang 

dianggarkan, selalu berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu 

prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-

sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang 

diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas 

utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang 

mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai 

dengan skala prioritas. 

Belanja penyelenggaraan pembangunan diprioritaskan untuk 

pelayanan publik, kesejahteraan rakyat dan daya saing ekonomi sebagai 

upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk 

peningkatan pembangunan infrastruktur dasar. 

5.1. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja 

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 

2023 berpedoman pada prioritas program dan kegiatan pembangunan 

sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 

Kabupaten Sambas Tahun 2023. 

Secara umum Belanja Daerah diformulasikan untuk membiayai 

keperluan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan 

Belanja Transfer. Indikasi plafon Belanja Daerah pada RAPBD Tahun 

Anggaran 2023 diproyeksi sebesar Rp. 1.284.586.893.185, yang terdiri 

dari Belanja Operasi sebesar Rp. 914.627.827.205, Belanja Modal sebesar 

Rp. 95.205.495.077, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 2.000.000.000, 

dan Belanja Transfer terdiri dari Rp. 272.753.570.903. 

Kebijakan Belanja Operasi dan Belanja Transfer dipergunakan 

untuk membiayai Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja 

Hibah dan Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan 

Belanja Tidak Terduga. Sedangkan Kebijakan Belanja Modal dan sebagian 

Belanja Transfer lainnya dipergunakan untuk pelaksanaan Urusan 
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Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilhan dan Urusan Penunjang. 

Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Operasi dirumuskan dalam 

bentuk Program dan Kegiatan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang 

manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat 

dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan 

Pemerintah Daerah kepada kepentingan publik. 

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan 
Belanja Tidak Terduga  

A. Belanja Operasi 

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan 

sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, 

yang terdiri dari: 

1) Belanja Pegawai 

Penganggaran Belanja Pegawai pada Belanja Operasi tahun 2023 

diperkirakan sebesar Rp. 636.296.445.043. Belanja pegawai 

digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan 

kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota 

DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD 

bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Kebijakan penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut:  

a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur 

SipilNegara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan 

gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas 

dan tunjangan hari raya.  

b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan 

Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2023.  

c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji 

berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi 

pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya 

maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja 

pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.  

d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta 
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ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 

dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 

Tahun 2019. 

e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan 

kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani 

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan 

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur 

Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan 

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur 

Sipil Negara.  

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan 

kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta 

Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan 

dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN 

memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh 

persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah.  

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud 

didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, 

kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau 

pertimbangan objektif lainnya.  

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah 

ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman 

pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan 

pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan 

tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat 

persetujuan Menteri Dalam Negeri.  
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Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan 

kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, 

efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.  

g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 

Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  

Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 

2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi 

Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai 

peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah 

satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan 

pertimbangan objektif lainnya.  

Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan 

Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah 

Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui 

DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD pada kode rekening 

berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

h) Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian 

honorarium administrasi honorarium kepada ASN dalam rangka 

pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, meliputi 

penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan 

barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan 

barang dan jasa (UKPBJ), dengan mempedomani Peraturan 

Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan 

Regional.  

i) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang 

hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja 

honorarium dan rincian obyek belanja dan sub rincian objek 

belanja honorarium ASN. 
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2) Belanja Barang dan Jasa 

Penganggaran Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Operasi tahun 

2023 diperkirakan sebesar Rp. 255.139.260.607.  Belanja barang 

dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa 

yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk 

barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada 

masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan 

kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas 

daerah yang tercantum dalam RPJMD.  

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai 

habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan 

kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ 

gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa 

perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, 

pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan 

hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, 

pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa 

ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan 

barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau 

jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja 

barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak 

ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, 

sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang 

yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.  

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:  

a) Pemberian jasa nara sumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub 

kegiatan yang besarannya mempedomani Peraturan Presiden 

Nomor 33 Tahun 2020.  

b) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan 

asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam 

pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan 

kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka 

mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal 

tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi 

dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan 
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ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan 

kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.  

c) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 

dianggarkan dalam rangka:  

1) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;  

2) penghargaan atas suatu prestasi;  

3) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat 

penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk 

pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non 

proyek strategis nasional sebagaimana maksud Peraturan 

Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak 

Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah 

untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan 

Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan 

Tanah Untuk Pembangunan Nasional Yang Bersumber Dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau  

4) memiliki dasar hukum yang melandasinya.  

d) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa 

tanah yang dikuasai pemerintah daerah mempedomani Pasal 49 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara.  

e) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan 

kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan 

fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala 

daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta 

memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun 

Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan 

Barang Milik Daerah.  

f) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan 

penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS 

Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical 

check up, kepada:  
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1) kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali 

dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan 

dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan 

pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah.  

2) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 

(satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, 

dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD 

yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah.  

Berkaitan dengan itu, pelaksanaan medical check up dimaksud 

dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah 

Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di 

Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.  

g) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), 

pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan 

Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna 

terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di 

luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN 

dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah 

Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan 

Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima 

Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 

82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang dianggarkan dalam bentuk 

program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan 

kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.  

Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri 

(sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya 

dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, 
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termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya 

dengan skema ganda.  

h) Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor 

dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah 

daerah sesuai amanat Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya 

sesuai dengan masing-masing perda.  

i) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak 

ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang 

didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala 

daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan 

mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang- Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja 

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja 

Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang 

hibah dan bantuan sosial.  

j) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada 

pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan 

dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa 

yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah 

seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan 

barang/jasa sampai siap diserahkan.  

k) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual 

kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan 

program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan 

misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan 

dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa 

dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019.  

l) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan 

kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri 
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maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, 

frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta 

memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud 

sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. 

Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.  

Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman 

pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan 

Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 

Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di 

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan 

Daerah.  

m) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan 

aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, 

khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:  

1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya 

riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan 

untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali 

kota/Wakil Wali kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan 

pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan 

fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.  

2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.  

3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.  

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan 

fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang 

bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga 

puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai 

dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan 

secara lumpsum.  

4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara 

lumpsum. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas 

dianggarkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 

yang besarannya ditetapkan dalam Perkada. 

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan 

dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. 

Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan 

peraturan kepala daerah.  
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n) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis 

atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:  

1) pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;  

2) pimpinan dan anggota DPRD; serta  

3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan;  

diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah 

provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam hal terdapat 

kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, 

bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau 

sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/ 

kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan 

dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait 

dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan 

memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan 

substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan 

pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna 

efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib 

anggaran dan administrasi.  

Berkaitan dengan itu, penganggaran untuk penyelenggaraan 

kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, 

sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya 

diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti 

ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah 

daerah.  

o) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada 

dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau 

kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan 

pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 

ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.  

p) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa 

dalam APBD Tahun Angggaran 2023 pada SKPD terkait dan 

diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek 

berkenaan. 
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3) Belanja Bunga 

Penyediaan Belanja Bunga pada KUA Tahun 2023 diperkirakan 

sebesar Rp 3.000.000.000,00 yang digunakan untuk pembayaran 

bunga hutang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang atas 

perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 

4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial 

a) Belanja Hibah 

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau 

badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang 

berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan 

peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta 

tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali 

ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang 

pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah 

sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung 

terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan 

kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, 

kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. 

Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan 

kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan 

pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan 

pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, 

penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan 

keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD 

provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan 

Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran 

bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman 

kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 
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Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah 

dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi 

Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.  

Penganggaran Belanja Hibah pada tahun 2023 diperkirakan 

sebesar Rp. 19.192.121.555,00. 

b) Belanja bantuan sosial 

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan 

pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada 

individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya 

tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk 

melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali 

dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan 

setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari 

resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD 

sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah 

memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib 

dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2023 adalah sebesar  Rp. 

1.000.000.000,00. 

B. Belanja Modal 

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang 

dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. 

pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:  

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;  

2. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan  

3. batas minimal kapitalisasi aset tetap. 
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Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah 

sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang 

terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap 

digunakan, sesuai maksud Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin 

Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi 

Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.  

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan 

hal-hal sebagai berikut:  

a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal 

pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan 

pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan 

peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.  

b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:  

1) belanja modal tanah;  

belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah 

yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan 

operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.  

2) belanja modal peralatan dan mesin;  

belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk 

menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan 

kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan 

peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya 

lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.  

3) belanja modal bangunan dan gedung;  

belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk 

menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung 

dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai 

dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi 

siap dipakai.  

4) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;  

belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk 

menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, 

jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta 
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dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam 

kondisi siap dipakai  

5) belanja aset tetap lainnya;  

belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset 

tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat 

dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan 

huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan 

operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.  

6) belanja aset lainnya;  

belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap 

yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di 

pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.  

c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap 

(biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal 

kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang 

memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam 

bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi 

atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal 

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.  

d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 

tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 

Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 19 Tahun 2016.  

e) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai 

dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan 

prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan 

akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.  
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Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah 

didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan 

daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun 

dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi 

SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, 

perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu 

dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk 

kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka 

dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan 

kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar 

barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan 

standar kebutuhan oleh kepala daerah berdasarkanpedoman yang 

ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 

ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor27 

Tahun 2014.  

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya 

juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja 

pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan 

Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 

2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan 

Daerah.  

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan 

biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar 

satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya 

pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan 

sarana kantor mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 

2020.  

Jumlah belanja modal pada Tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp. 
95.205.495.077,00. 

C. Belanja Tidak Terduga 
Penganggaran Belanja Tidak terduga pada tahun 2023 diperkirakan 

sebesar Rp. 2.000.000.000,00. Belanja tidak terduga merupakan 

pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat 

termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan 
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pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. 

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan 

mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan 

adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi 

sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta 

amanat peraturan perundang-undangan.  

Keadaan darurat tersebut, meliputi:  
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau  

kejadian luar biasa; 

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau  

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan 

pelayanan publik.  

Keperluan mendesak tersebut, meliputi:  

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;  

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat 

wajib;  

c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah 

dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 

perundang-undangan; dan/atau  

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau 

masyarakat.  

d. Belanja Transfer 

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah 

kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah 

kepada pemerintah desa.  

Belanja transfer dirinci atas jenis:  
1) Belanja Bagi Hasil  

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang 

bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah 

kabupaten/kota kepada pemerintahan desa  

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak 

daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 

10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan 

retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2023 dengan 
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mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa.  

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, 

yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh 

dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka 

menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan 

bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil, 

sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 

12 Tahun 2019.  

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud 

dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan 

realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.  

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak 

daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir 

Tahun Anggaran 2022, disalurkan kepada pemerintah desa pada 

Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan-undangan.  

Selanjutnya, belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari 

pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa diuraikan ke 

dalam daftar pemerintahan desa selaku penerima bagi hasil pajak 

daerah dan retribusi daerah sebagai sub rincian objek sesuai kode 

rekening berkenaan.  

Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa yang 

dianggarkan pada APBD 2023 adalah sebesar Rp. 
8.810.906.003,00. 

2) Belanja Bantuan Keuangan  

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan 

keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja 

urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta 

alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang- 
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undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam 

rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan 

keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.  

Tujuan tertentu lainnya tersebut yaitu dalam rangka memberikan 

manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.  

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:  

a. bantuan keuangan antar-daerah provinsi;  

b. bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;  

c. bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di 

wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;  

d. bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya 

dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau  

e. bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada 

desa.  

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. 

Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan 

pengelolannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau 

pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk 

mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah 

penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk 

domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan 

manusia.  

Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus 

peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan 

dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima 

bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program 

prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai 

dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima 

bantuan.  

Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan 

penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran 

pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.  

Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana 

untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan 
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keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota 

Tahun Anggaran 2023 untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan 

mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang- Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.  

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan 

Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja 

bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% 

(sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh 

kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2023 setelah 

dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat 

(6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.  

Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% 

(seratus persen), maka pemerintah kabupaten/kota menganggarkan 

sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya 

sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa.  

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat 

memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang- Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.  

Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun 

Anggaran 2023 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub 

rincian objek sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku 

SKPKD.  

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan 

keuangan diuraikan daftar nama pemerintah daerah dan/atau 

pemerintah desa penerima bantuan keuangan sebagai sub rincian 

objek sesuai kode rekening berkenaan.  
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Penganggaran Belanja Bantuan Keuangan pada tahun 2023 

diperkirakan sebesar Rp. 263.942.664.900,00. Belanja ini 

digunakan untuk anggaran bantuan keuangan yang bersifat umum 

atau khusus dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa 

atau Pemerintah Daerah lainnya sesuai ketentuan perundang-

undangan. 
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BAB VI 

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 

 

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan 

oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang 

diperoleh. Terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan 

pembangunan daerah yang semakin meningkat di satu sisi dan semakin 

terbatasnya jumlah pendapatan di sisi lain. Kebijakan Pembiayaan Daerah 

terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan 

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan 

Struktur anggaran daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri 

dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pada 

dasarnya pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan daerah yang 

dimaksud untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah, 

dalam hal ini defisit atau surplus anggaran. 

Apabila terjadi surplus, maka surplus tersebut dapat 

dimanfaatkan untuk transfer ke dana cadangan, penyertaan modal 

(investasi), atau untuk membayar hutang pokok yang telah jatuh tempo. 

Sedangkan apabila APBD diperkirakan defisit, perlu ditetapkan sumber-

sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dalam peraturan 

daerah tentang APBD, misalnya dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

tahun sebelumnya.  

Pada RAPBD Tahun Anggaran 2023, Penerimaan Pembiayaan 

Daerah ditargetkan sebesar Rp. 98.832.493.220,00 yang terdiri dari Sisa 

Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya sebesar Rp. 

13.832.493.220,00 serta dari Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi 

daerah sebesar Rp. 85.000.000.000,00. 

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan 

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran yang 

akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang mencakup 

Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah 

Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah. 
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Pada RAPBD Tahun Anggaran 2023, Pengeluaran Pembiayaan 

ditargetkan sebesar Rp. 126.500.000.000,00 yang dipergunakan 

pengeluarannya untuk pembiayaan Pembayaran Pokok Utang tahun 2022 

yang jatuh tempo sebesar Rp. 125.000.000.000,00 dan Penyertaan Modal 

(Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp. 1.500.000.000,00. 
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BAB VII 
STRATEGI PENCAPAIAN 

 

7.1 Pendapatan Daerah  

Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023 harus 

disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta 

prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Sambas guna untuk 

menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga 

level daerah, sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan 

langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.  

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam 

upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 sebagai 

berikut:  

a. Intensifikasi pajak daerah dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

§ Memperluas basis penerimaan pajak daerah 

§ Memperkuat proses pemungutan pajak daerah diantaranya dengan 

pemanfaatan Teknologi Informasi seperti e-payment, dan Tapping 

Box, serta kerjasama dengan pihak terkait seperti Bank Kalbar, BPN, 

KPP Pratama, PLN dan lain lain. 

§ Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan evaluasi dalam 

pengelolaan pajak daerah. 

§ Pemuktahiran data wajib pajak/wajib retribusi daerah. 

b. Ekstensifikasi pajak daerah dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

§ Meningkatkan kapasitas penerimaan pajak daerah melalui 

koordinasi intensif terhadap unit-unit kerja pengelola pendapatan 

daerah. 

§ Peningkatan obyek pajak daerah dengan mengidentifikasi/ menjaring 

wajib pajak baru dan mengembangkan obyek-obyek potensial pajak 

daerah. 

§ Peningkatan akurasi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan 

pembagian dalan dana perimbangan. 

§ Pengembangan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan 

daerah dengan pemerintah pusat/provinsi serta mitra kerja dan unit 

kerja terkait lainnya, untuk mengoptimalkan pendapatan dan 

pelayanan masyarakat. 
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Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi 

pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan 

memperhatikan:  

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari 

entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom 

lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah 

Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada 

beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;  

2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi 

dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan 

yang menyertainya, seperti DBHCHT, DAU tambahan, Dana Bagi 

Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;  

3. Sumber pendanaan, seperti DAK, DID dan DAU tambahan, 

tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria 

daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan 

sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian 

APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi 

Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal 

Kementerian Keuangan;  

4. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas 

proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh 

Pemerintah Provinsi, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, 

menyesuaikan Peraturan Gubernur mengenai Rincian APBN Tahun 

Anggaran 2023;  

5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan.  

7.2. Belanja Daerah  
Strategi Pencapaian Belanja Daerah Tahun 2023 yaitu sebagai berikut:  

1. Menitik beratkan pada pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil 

Bupati Sambas serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan 

Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan;  

2. Mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan 

lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;  
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3. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan 

pembangunan;  

4. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan 

kesehatan sesuai perundang-undangan;  

5. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, 

penanggulangan dampak pandemi COVID-19, peningkatan 

penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta 

mendukung kebijakan Nasional;  

 

7.3. Pembiayaan Daerah  
Kebijakan pembiayaan ditujukan untuk keberlangsungan roda 

pemerintahan dengan harapan tidak mengganggu likuiditas keuangan 

Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan upaya preventif menyikapi 

pendapatan daerah yang relatif terbatas, sementara kebutuhan 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pelayanan 

masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu.  

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang 

mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai 

berikut:  

1. Apabila APBD surplus, maka perlu dilakukan transfer ke 

persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih 

perhitungan anggaran tahun berjalan.  

2. Apabila defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal 

dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan 

rasionalisasi belanja.  

3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk 

menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.  

 

 




